Survei SMRC: BLT-Dana Desa untuk
Covid-19 Kurang Tepat Sasaran
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Jakarta (beritajatim.com) — Program bantuan langsung tunai (BLT)-Dana Desa untuk warga
terdampak pandemi covid-19 dari hasil temuan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research
and Consulting (SMRC) belum tepat sasaran.

Hasil paparan yang diungkap SMRC hari ini menunjukkan sebanyak 51% warga menilai bantuan
kurang tepat sasaran. Sementara yang menilai tepat sasarang sebanyak 43%, Sementara 6%
warga menjawab tidak tahu.

Temuan survei BLT-Dana Desa ini diungkap Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and
Consulting (SMRC), Ade Armando, dalam webinar rilis survei SMRC bertajuk “Kondisi Ekonomi
Masa Covid-19 dan Respons Kebijakan: Opini Publik Nasional” .

“Survei dilakukan melalui wawancara per telepon pada 1978 responden di seluruh Indonesia
(dengan margin of error 2,2%) pada 18-20 Juni 2020,” terang Ade Armando, Kamis (25/6/2020).

Survei ini juga menemukan bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang mengaku pernah
menerima bantuan sembako baik dari pemerintah atau dari masyarakat untuk meringankan
beban dampak Covid-19, dari 33% di akhir survei bulan Mei 33% menjadi 41% dari populasi.

Jumlah warga yang mendesak untuk dibantu (miskin atau rentan miskin) jumlahnya sekitar 34%
dari total populasi. Kalau sekarang ada 41% warga yang mendapat bantuan sembako, maka
bantuan sembako tersebut lebih banyak dari jumlah warga yang butuh bantuan sangat
mendesak, 34%.
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Di antara yang tahu program BLT Dana Desa, sekitar sekitar 51% menilai program
tersebut tidak tepat sasaran. Yang menilai tepat sasaran 43%.

https://beritajatim.com/wp-content/uploads/2020/06/dana-desa.jpg

Demikian pula, ditemukan bahwa penerima Bansos Tunai meningkat dari 8% menjadi 16% dari
populasi; dan penerima program BLT-Dana Desa meningkat dari 8% menjadi 13% dari populasi.

Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan total yang menerima Bansos Tunai dan/atau BLT
Dana desa sekitar 22%.

Bila dalam persentase warga yang membutuhkan bantuan mendesak mencapai 34%, maka
diperkirakan ada sekitar 12% yang belum mendapatkan bantuan Bansos Tunai dan/atau Dana
Desa.

“Secara umum, total populasi yang menerima bantuan sembako, Bansos Tunai, dan BLT Dana
Desa mengalami kemajuan dalam sebulan terakhir. Hal ini berkontribusi meningkatkan
optimisme warga atas kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional ke depan,” tutup Ade.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan satu-satunya bantuan yang penyerapannya masih di
bawah 90 persen adalah BLT Dana Desa.

Realisasi bantuan ini masih di angka 10,4 persen atau Rp 3,32 triliun dari alokasi senilai Rp 31,8
triliun.

Di sisi lain, masyarakat yang telah menerima masih di angka 51,4 persen atau 5,66 juta. Padahal
target penerimanya mencapai 11 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar telah menjelaskan bahwa ada beberapa alasan beberapa
desa belum menerima dana desa dari pemerintah pusat.

“Yang pertama memang desa itu posting APBDes, jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki
data yang kuat untuk menyalurkan,” katanya dalam video conference dari Kantor Presiden,
Jakarta, Rabu (17/6/2020) seperti dilansir bisnis.com.

Sumber Berita :

https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/survei-smrc-blt-dana-desa-untuk-covid-19-
kurang-tepat-sasaran/
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Catatan:

Dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 Pasal 1 menyebutkan bahwa :

1.

10.

11.

12.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banijir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah
penyakit;

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus
Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih
hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat;

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat
desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa
adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa;



13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;

Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan
rumus sebagai berikut :

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula
Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut :

1. sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa
yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cari 90% dari
anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan

2. sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas
wilayah desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%.



